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Pelayanan Permohonan lnformasi Publik
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PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MAGETAN

Dasar Hukum

. Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;

. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ( Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor

s07Ll;

. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaaan lnformasi publik;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

*

o6s/



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Komisi lnformasi Nomor l Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah;

Keterkaitan

Register permohonan informasi publik menjadi bagian penting untuk mengantisipasi

munculnya sengketa informasi publik

Peralata n/Pedengkapan

o Lembaran Kerja dan

Rencana Kerja

. Term Of Reference
o Komputer dan

Jaringan lnternet
o Printer dan Alat
. Tulis Kantor

Pencatatan/Pendataan

Disimpan dalam bentuk
softcopy dan hardcopy

Peringatan

I

t_



NO KEGIATAN

PELAXSANA PENDUI(UN6

KETERANGAN
PEMOHON
INFORMASI

RIPD PPIO

PPID DAN
PPIO

PEMBANTU

KOMPONEN

DAN
PERANGI(AT

oaERAH (PuD)

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Permohonan lnformasi dapat
menyampaikan
permohonan/permintaan
informasl yang dibutuhkan balk
secara lengsung dan tidak
langsung

1) Formulir
Permohonan
lnformasi
yang

tersedia di
meja
pelayanan

PPID atau
yang

ditampilkan
di website

2) Fotocopy
atau scan
identitas diri
(NlK) dari
pemohon
informasl

Pada hari dan

iam keria untuk
Pemohon
informasl secara

langsung dan
setiap saat
untuk pemohon
informasi secara

langsung dan
setiap saat

Formulir
Permohonan
lnformasi yang

telah dilsi
lengkap dan

dilampiri
fotocopy/scan
identitas diri
(NrK)

2 Melakukan registrasi berkas
permohonan lnformasi public.
Jika dokumen/informasi yang
diminta telah termasuk dalam
Daftar lnformasl dan
Dokumentasl Publik (DIDP) (dan
lnformasi publlc yang dapat
disalin/dicopy/digandakan) dan
tersedia meja layanan informasi
ateu sudah terdapat di website
PPID (RIPO), maka langsung
diberlkan kepada pemohon
informasi..lika
informasi/dokumentasi yang
dimlnta (lnformasi publlc yang
dikecualikan dan/atau hanya

T

Semua data-
data

Pemohon
informasi
dlslmpan
dalam
bentuk
hardcopy
dan softcopy

Pada hari dan
jam ker.ia untuk
pemohon
informasi secara
langsung dan
setlap saat
untuk pemohon
informasi secara
langsung dan

setiap saat

DIDP yang telah
tersusun dalam
bentuk
hardcopy dan
softcopy

Ad.



blsa dillhat dan diketahui, maka
berkas pemohonan
disampalkan kepada PPID atau
PPID Pembantu melalui PLID

untuk dl berikan jawaban dan
penjelasan atas informasi yang
dlmlnta

I)

3 PPID meminta kepada
komponen atau Perangkat
Daerah (dalam hal ini PtlD)
untuk memberlkan informasl
atau dokumen yang sudah
termasuk dalam DIDP kepada
PLID utama dengan Persetujuan

PPID untuk diberlkan kepada
pemohon informasl. (omponen

atau perangkat Daerah
memberikan informasi atau
dokumen yang dimaksud
kepada PPID atau PPID

P€mbantu

I
+--

DIDP (Daftar
lnformasl dan
Dokumentasi
Publlk) yang

telah ditetapkan
oleh komponen
atau Perangkat

Daerah, (PILO)

dengan
disahkan PPID

Pembantu

DIP

4 Memberikan informasl atau
dokumen yang diminta oleh
pemohon informasl yang telah
menandatangani Tanda Bukti
Penerimaan lnformasi atau
Dokumen

lnformasl atau
dokumen yang
diminta oleh
pemohon
in{ormasi

Perpanisngan
permohonan
informasl
adalah 7 (tuluh)
hari kerja

lnformasi publik
yang diminta
oleh pemohon
lnformasi

10 (sepuluh)

hari kerja sejak
permohonan
informasl
diterima oleh
PPID
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. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Katerbukaan lnformasi Publik;

. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor

s071);

o Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaaan lnformasi publik;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan

Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah;

Peraturan Komisi lnformasi Nomor l Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah;

Peraturan Komisi lnformasj Nomor l Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa lnformasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi lnformasi Nomor 2

Tahun 2010);

Keputusan Bupati Magetan nomor : L83162/kept/4O3.O73120L9 tentang

Pembentukan Pengelola layanan lnformasi dan Dokumentasi dan Penetapan

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Magetan;

Keterkaitan

Peringatan

Register permohonan informasi publik menjadi bagian penting untuk mengantisipasi

munculnya sengketa informasi publik

a

Peralatan/Pedengkapan

o Lembaran Kerja dan Rencana Kerja

o Term Of Reference
. Komputer dan Jaringan lnternet
. Printer dan Alat
o Tulis Kantor

Pencatatan/Pendataan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan

hardcopy

I



NO KEGIATAN

PELAKSANA PENOUKUNG KETERANGAN

PEMOHON
INFORMASI

RIPD PPID
FPIO DAN

PPIO
PEMBANTU

KOMPONEN

DAN
PERANGXAT

DAERAH (PTID)

KETENGI(APAN WAKTU OUTPUT

L Permohonan informasi
menyampalkan pengajuan
keberatan atas tidak
terlayaninya permohonan
informasi yang dlbutuhkan
dan/atau tidak diumumkan
informasl wajib sebagaimana
pasal 9 UU KIP melalui :

1) Datang langsung dan
mengisi formulir
permohonan
pengajuan keberatan
informasi public
dengan melengkapi
fotocopy identltas diri
(NlK)

2) Melalui website dengan
mengisi formulir yang
telah diunduh dan
menyertakan scan

identitas dirl (NlK)

kemudlan dikirlm ke
alamat emall PPID yang

tertera di website
3) Menglrim fax formullr

permohonan informasi
yang telah diisi lengkap
disertai dengan fax
identitas diri (NlK) ke

nomor fax PPID

1) Formulir
Permohonan
keberatan
informasi yang

tersedia di meja
pelayanan PPID

atau yang
ditampilkan di
website dan
dapat diunduh,
lengkap dengan
fotocopy atau
scan identitas
(NlK) dari
pemohon yang
mengajukan
keberatan

2) Bukti pengajuan

keberatan tanpa
melalui proses
permohonan

t hari kerja Verifikasi atau
pemerlksaan
pengajuan keberatan
oleh PLID dengan
mengcrosscheck
data pengajuan
permohonan
Dan/atau karena
tidak mengumumkan
pasal 9 KIP

Keberatan
yang tldak
diumumkan
secara berkala
sebagaimana
pasal 9 UU KIP

hanya berlaku
di PPID Utama

Mulai



2 1) Mencatat pengajuan
keberatan dari
pemohon/pemlnta
informasi yang mengajukan
keberatan, dan/atau
langsung mengajukan
keberatan sesuai ketentuan
UU KIP

2) Melakukanragistrasi
formullr pengajuan
keberatan pelayanen
informasl dan
menyampaikan pengajuan

keberatan kepada atasan

PPID

1) Buku register
pengajuan
keberatan

2) Formulir
pengajuan
keberatan

t hari kerja Daftar pengajuan
keberatan pelayanan
lnformasi yang telah
di file dalam bentuk
hardcopy dan
softcopy

3 Memeriksa formulir pengajuan
keberatan dari pemohon
informasi dan memerintahkan
PPID dan PPIO pembantu untuk
menjawab permohonan
lnformasl

Berkas pengaluan
keberatan
pelayanan

informasl yang
telah dilengkapai

Koordinasl dengan
PPID dan PPIO

pembantu(melalui
PLID) sebelum
menyampaikan ke

atasan PPID

4 1) Memllah pengrjuan
Kebereten

2) Menanggapi dengan
menguatkan atas jawaban
PPID melalui PLID

3) Menanggapi dengan
memperbaiki Jawaban PPID

melalui PLID

1)Berkas pengaJuan

keberatan
pelayanan
informasi yang

telah diisi
dilengkapi

2)DIDP yang telah
diumumkan dan
dilenskapi

3 hari kerja Tanggapan tertulis
atasan PPID

disampaikan kepada

PPID dan PPID

Pembantu melalui
PLID untuk
menyiapkan kepada
pengajuan

Keberatan

T

t harl kerja



4) PLID melalui RPIO

menyampaikan tanggspan
kepada pengajuen

keberatan

dengan
pertimbangan
tertulis

3)Daftar lnformasi
public yang
dikecualikan
dengan uji
konsekuensi dan
uji kepentingan
publik

5 Menyampaikan tanggapan
tertulis, baik melalul surat,
email, atau lalnnya sesuai

dengan pengajuan keberatan
1) Mengkoreksl atau

memperbaiki jawaban
PPID melalui PLID

dengan memberikan
informasl baru yang

dapat disalin/dicopy
dan/atau boleh melihat
dan mengetahul

2) Menguatkan jawaban
PPID melalul PLID

dengan bukti
pendukung sesuai
jawaban PPID

sebelumnya
3) Menanggapipengaiuan

yang langsung
keberatan sesuai

dengan ketentuan UU

KIP melalui Tim
Pertlmbangan

1) lnformasi public
yang diberlkan
dengan
disalin/dicopy
dlpastikan
masuk klasifikasi
terbuka dan
waiib
diumumkan
sesuai pada
dokumen DIDP

2) lnformasi publlc
yang hanya
boleh dilihat
dan diketahul
dipastlkan
masuk klasifikasi
terbuka dan

wajib tersedia
setiap saat
sesuai pada
dokumen DIDP

3 hari kerja 1) Tanggapan atas
pengajuan
keberatan

2) Diberikan atau
dilihatkan
pertimbangan
tertulis untuk
informasi public
yang terbuka dan
wajib diumumkan
dan,/atau hanya
bisa dilihat dan
diketahui ditolak
dengan uji
konsekuensi dan
uji kepentingan
public untuk
informasl yang

dikecualikan
3) lnformasi publlc

yang dikecualikan
dipastikan sudah
ada penetapan
atas ujl
konsekuensi dan
ujl kepentingan
publik


